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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Perjanjian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Dokumen ini disusun untuk
mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung

pencapaian kinerja, dan sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja
benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat

merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 31 Januari 2024

38 »Qgerdayaan Perempuan
&R dungan Anak

6707131991031013
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi
prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target pertriwulan yang akan dicapai dari
masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024. Rencana aksi merupakan penjabaran dari
Perjanjian Kinerja dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana
amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Samarinda Tahun 2024 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN.

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025.

6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2025 (Lembaran
Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 — 2021.
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 — 2021.
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24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda.

26. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

27. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

28. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda Tahun 2024.

1.3  Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Samarinda Tahun 2024 adalah untuk mempertajam rencana pelaksanaan kegiatan yang
telah disusun dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 berdasarkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan P-Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam
mendukung pencapaian kinerja.

2. Sebagai dasar pemantauan kemajua pencapaian kinerja pada tahun 2024.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkendudukan dibawah kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
mempunyai tugas mendukung dan menbantu kelancaran tugas Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan,
pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah

dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Samarinda adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawian, dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional
3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5) Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6) Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
8) UPTD
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Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda,
struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1.5  Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.
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Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

menyelenggarakan fungsi :

a.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota.
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan tingkat kota.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah
kota.

Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
tingkat kota.

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat
daerah kota.

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.

Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia
usaha tingkat daerah kota.

Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan
koordinasi tingkat daerah kota.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus tingkat daerah kota.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah
kota.

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data di tingkat daerah kota.
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0. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
p. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda
Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan
urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan,pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang
milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas.

3. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan
bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi
advokasi hukum.

c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.

g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi
dan pengaduan.

h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.

i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi.
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pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan.

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat
Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.

pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi.

pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

pengoordinasian  pengelolaan  data, pengembangan  sistem  teknologi
informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas.
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

b angka 1 mempunyai tugas :

I

e o

@

menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya.
melaksanaan urusan persuratan.

mengelola dokumentasi dan kearsipan.

melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor.

mengelola kehumasan.

melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan
kantor serta pendataan inventaris kantor.

memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) di lingkungan Dinas.

melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan,penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan,

fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian.
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j.  mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan
masyarakat.

k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas.

I.  melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas,
jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas.

m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan
pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan
Dinas.

n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

0. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan
perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarasutamaan gender, bidang
pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang
peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan
keluarga.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kualitas
Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

— penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang
tugasnya.

— perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan
lembaga penyedia

— layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam

mewujudkan kesetaraan gender;
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— pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender.

— pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data gender.

— pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;

— pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang
politik,hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data gender.

— Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

— Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan

— Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pemenuhan Hak Anak

a. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan
pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam
mewujudkan pemenuhan hak anak.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang
pemenuhan hak anak mempunyai fungsi :

— Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak
anak.

— pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data anak.

— pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas
keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan
layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;

pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Perlindungan Perempuan

a. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidangpencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang

penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang

penguatandan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang

perlindungan perempuan mempunyai fungsi :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap
perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan.

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan.

pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data perempuan korban kekerasan.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
perempuaan korban kekerasan.

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan
pencegahan kekerasan terhadap perempauan, bidang penyediaan layanan

rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan
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pengembangan Lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban
kekerasan.

pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan

pelaksanaan tugas lainnya uang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Perlindungan Khusus Anak

a. Bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidangpencegahan kekerasan terhadap anak, bidang

penyedia layanan rujukan bagi anak korban kekerasan, dan bidang penguatand an

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap anak.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang

perlindungan khusus anak mempunyai tugas :

bidang tugasnya.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap
anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus dan bidang penguatan, dan

pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus.

pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus.

pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data kekerasan terhadap anak.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan
terhadap anak.

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan
terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
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dan dalam pengumpulan, pengolahan,analisis, dan penyajian data kekerasan
terhadap anak.

— pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

— pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan

— pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional
Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan :

a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai
kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat
dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang

lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi

pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh

pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
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11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan :

a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas;

b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:

c. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu)
subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan

d. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan
kelompok jabatan fungsional.

e. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.6 Sistematika Penyajian

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini mengkomunikasikan rencana aksi kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun anggaran 2024,
sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika penyajian Rencana Aksi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

— BAB I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi,
struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Samarinda dan Sistematika Penulisan.

— BAB Il Rencana Aksi
Menyajikan rencana aksi di seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024.

— BAB Il Penutup
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BAB Il
RENCANA AKSI

2.1 Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

Target
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Jumlah Satuan
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam
! bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi DG 68,67 Angka Indeks
2 |Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD IKM 90,00 Nilai/Point

2.2 Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang
dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari
perencanaan bisnis, pengembangan proyek, hingga strategi pemasaran. Rencana aksi secara krusial

menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil.

Fungsi dari rencana aksi sangatlah penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pertama,
rencana aksi memberikan arah yang jelas, membantu dalam menetapkan prioritas, dan
mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua, rencana aksi membantu dalam mengukur
progres dan mengevaluasi kinerja. Dengan memiliki langkah-langkah yang terdefinisi dengan
baik, pelaku dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan strategi mereka
sesuai kebutuhan. Selain itu, rencana aksi juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara
tim atau pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama
tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, rencana aksi bukan

hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencapai kesuksesan dalam
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berbagai konteks. Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian

kinerja tahun 2024 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Tahun 2024

Target Target
8 Any Tah
No Trusan St:;ta:m'ls Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Bidang gzguﬂzr:-ll(R ) u
E Satuan Jumlah Satuan s
Program Capaian Keterwakilan
Pengarusutamaan Perempuan di parlemen, 5 .
: Angk
1 perempuan sebagai tenaga 68.67 gk_a Kualitas Hidup Pera_npuan 1.124.223 260
; Tndeks 3 Kegiatan, § Sub Kegiatan
Pemberdavaan profesional dan sumbangan
Perempuan pendapatan perempuan
Prosram Perlindunean Persentase Kekerasan Periind P
& & terhadap Perempuan termasuk 0,036 % crandungan Ferempuan 1.191.747.500
Perempuan 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan
. TPPO
Bidang
Pemberdayaan Program Peninghatan |p - tase Perkawinan Anak 1.90 % Kualftas Hidup Perempuan 572,427,000
Perempuan dan Kualitas Keluarga 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan
Perlindungan Pro
gram Pengelolaan . 3
Anak Sistem Data Gender || 2 Doleumen Data Pilzh 4 Dokumen | Ferindungan Khusus Anak | 550 5gg g9
Gender dan Anak 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan
dan Anak
Program Pemenuhan - ~ T Pemenuhan Hak Anak
Hak Anak (PHA) Kota Layak Anak 800 5.d 900 | NilziPoint 2 Kepatan, 5 Sub Kegistan 1,120,000.000
Program Perlindungan |Persentase Kasus Kekerasan Perlindungan Khusus Anak
1.70 % . 644,000,000
Khusus Anak terhadap Anak " ° 3 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan S
Meningkatnya Program Penunjang
Kinerja dan ... . |Ukuran Pemerintahan |___ . L Sekretariat .
2 Pelay IKM 90,00 Nilai/Point Daerah Nilai TKM 20,00 NilziPoint 6 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan 7.156,258.900
OPD KabupatenKota

TOTAL ANGGARAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2024, 20 KEGIATAN DAN 44 SUB KEGIATAN

12,058,656.660

Kepala
erdayaan Perempuan

an Anak
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Tabel 2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

x®, ‘ £

= IS i
. mga dan perlemen. perempuan sebagai tenaga 68.67 Angka NCEYIEriEY)
Pemberdayaan Perempunn px dan Indeks A=
perempuan
Pengar Gender (FLIG)

pada Lemb: s o Jumlah Dolkumen Pelembagaan PLIG 3 Dolkumen 600.023 460
Iabupaten/Kota

Revhalisasi Regulasiiebjkan Teknis PUS

aan PUG

L imomendas ABIE nepekeorm datan

penyelenggaraan PUG
e oo dlirnt e S X S Jumlah Dolaumen Hasil Koordinasi dan . S LAKIP, LEPJ, LPPD ©eomsamn

bupaten/Kota = -023.

Fewenangan Kabupaten/Kot Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Mendoreng POKIA PUG melalkukan Analisis Gender

dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lima

Tabunan dan Tahunan

Penyusunan Rencana Aksi Tahunan POKIA PUG

SDM dan isasi PUG
- SDM Perencana & Penganggaran
- SDM Teknis

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat - SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan

Advolkasi K ebijakan dan Pend: an
Adveleasi Kebjjakan dan Pendampinzan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) | 40 Perangkar |- Song AFIP dan P2L7PD 275 000 000
aksanasn PTIG termasulk PPRG Termasulk Perencaan Pembangunan Responsif] Taerah - =
e PRy Rerennam— - SDM Aparas Pencgal Hulaun
Kal aten/K ota - SN Fasilitator PILIG berserrifilear
Bintek Pendampingan PPRG dalam penyusunan
program, kegiatan, dan ARG
Bidang Kualitas
Jumlsh Perangkat Daerah vang Mengikuti - Diseminasi Kebij PUG dan PPRG Hidup Perempuan
. . ialisasi Kebii kepada pemangku kepentingan
R PUG Pengarustamaan Gender (PTIG) Termasuk 20 Beranglat 175,000,000
Perencasn Pembangunan Responsif Gender P imipasi M dalam
(PPRG) Kewenangan Kabupaten/K ota PUG

Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen.

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. |p08 8 EEe et S tenaga Mmum’l =

Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 250 Orang 300.000.000
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 o

Kerja

Advokasi
partisipasi perempuan bidang Politik, Hulanm, dan Sosial

Jumlah Organisasi Masyarakat yvang Mendapat - Melakukan Peningkatan Kapasitas sumber daya
Advokasi Kebjjakan dan Pendampingan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan LPLPP
Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik, Hulkam,  |Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang 10 Organisasi 300.000.000
Sosial dan Ekenomi Politile, Fuleun, Sosial dan Ekenomi - Melaksanakan Pendampingan MM PEKEA

Kewenangan Kabupaten/Fota
- Advolkasi dan ’

LPLEPP Bidang Ekonomi (Pembinasn Desa Prima

dalam usaha di K. 5

itz I Fuwmlah Layanan Lembaga Pemberdayaan

Perempuan

2 Layanan 224.199.800

Layanan
Kabupaten/Kota

Advekasi Kebjakan dan Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
I ™ Fota

Jumilah Lembaga Penyedia Layanan
P =

Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan

2 Lembaga |o_ berdayaan Perempuan (LPLER)

i ota yang Advokasi dan| 125.000.000

Pendampingan

Jumnlah Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan

B o Kota yvang N
Peningkatan Kapasitas

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
w0 Layanan e
Kewenangan Kabupaten/Kota

Bimtek dan Pendampingan Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan { PLPP )

20 Grang 99 199 800
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Kewenangan Kabupaten/Kota

yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
Spesifik

perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
Bidang
Pengampu
5[(6]|7[8 10 [ 11 ] 12
Program Perlindungan Pe rempuan Persentase kekerasan terhadap perempan 0,036 Persen 641.747.500
termasuk TPPO
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah kabupaten/kota 120 Kasts 820,872,000
A - N lah Dok Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Jl.Jm ; ) 0 .umen ast oord_l_n asi dan
) Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program N
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan . Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
. dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 1Dokumen | ) A 160.436.000
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah di 5 Kelurahan dengan tingkat kasus tertinggi
Kabupaten/Kota Terhadap Perempuan Kewenangan
P Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Jumlah Pferangkat Daerfih yang Mendapat Melz.iksanakan Advokasi dan Pendampingan Layanan .
. Advokasi dan Pendampingan Layanan 2 Perangkat  |Perlindungan Perempuan terhadap DP2PA, UPTD Bidang
Perlindungan Perempuan Kewenangan . . 160.436.000 .
Perlindungan Perempuan Kewenangan Daerah  [Perlindungan Perempuan dan Anak serta Puspaga Perlindungan
Kabupaten/Kota . -
Kabupaten/Kota Cinta Syejati Perempuan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah  [Jumlah laporan 1 Laporan 320.875.500
Kabupaten/Kota
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan  Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 400rang  [Penguatan jejaring lintas sektor 160.436.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  [Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan
Kapasitas
. - Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan - . -
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 110 Orang Memberikan pemenuhan bantuan spesifik kepada 160,439,500
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Bidang
Pengampu

Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia

Konselor, Pembuatan Materi KIE
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
516|178 1011 )12
Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase perkawinan anak 1,90 Persen 572.427.000
Penguatan da.n Pengembanf_;an Lembaga Penyedia s i FemyEsa Ly
Ly D (P T TS (RN L Peningkatan Kualitas Keluarga yan 8 Lembaga 272.427.000
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah terstag darisasi 92 yang 9 T
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan ) Melaku‘kan advokasi Qan sosnallsas! terhadap 8 lembaga
Pengembancan Lembaga Penvedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
.g 9 . g 4 X v Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat| 8 Lembaga |(TP.PKK, PAUD, Puspaga, UPTD PPA, Posyandu 136.213.000
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah . X . N k I
Kabupaten/Kota Advokasi dan Pendampingan Lansia, Posyandu Balita, Ketua RT, Balai Rehabilitasi
P Narkoba Tanah Merah)
. . Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia

Pemngk_atan Kapasitas S umber Daya_ Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Melakukan Workshop/Bimtek peningkatan kapasitas
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga N . 50 Orang " 136.214.000

y mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga sumber daya Lembaga Penyedia Layanan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam ; .
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah ‘;:Eﬁhn:?xﬂi r;::;n&rgh:::r;l;iglAlﬂtarga 250 Keluarga 300.000.000
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota )
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Jumlah Layar_1an Komprehensif bagi Keluarga
bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Pelaksanaan Layanan di Puspaga, Honor Psikolo

J 9 y dan Perlindungan Anak yang Wilayah 4 Layanan Y paga, 9 300.000.000

Bidang Kualitas
Hidup Perempuan




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang Tersedia

Kota Samarinda Tahun 2024

- Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem
Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
(SIMFONI PPA) Kota Samarinda

- Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan LP2M
UNMUL (Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Mulawarman) dalam
pembuatan Buku/Dokumen Profil Data Gender dan
Anak Kota Samarinda Tahun 2024
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Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
Bidang
Pengampu
5|16|7]|8 10| 11| 12
ZI::I: 2plcncsclaab e pibatgee neercal Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak| 4 Dokumen 250.000.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data i;?l:a:tzc:x:::n d:tatgresr:jeiar G 4 Dokumen 250.000.000
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota P S
- Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan
Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota
Samarinda Tahun 2024 .
- Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Eldﬂﬂg
Focus Grup Diskusi (FGD) Analisis dan Penyajian Perlindungan
Data Profil Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Khusus Anak
Tahun 2024
. " - Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan [Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 4Dokumen | Data Kekerasan SIMFON| Untuk Operator SIMFONI 250.000.000




Bidang
Pengampu

Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

- Melakukan Kegiatan Sosialisasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

RENCANA AKSI DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
6 10| 11| 12
800/900
Program Pemenuhan Hak Anak Kota Layak Anak - 1.120.000.000
Peringkat
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Dokumen KLA 7 Dokumen 620.000.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non
Advokasi Kebijakan dan Pendamplngan Pemenuhan [Pemerintah, Media (_ian D“uma Usaha yang Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kota Layak Anak
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Mendapat Advokasi Kebijakan dan - . L N .
) y y N 30 Organisasi |bagi 30 Organisasi termasuk Non Pemerintah, Media 120.000.000
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan |Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada dan Dunia Usaha
Kabupaten/Kota Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha
- Evaluasi Kota Layak Anak, Dokumen Kelembagaan,
Dokumen 5 Kluster, Dokumen Kelana dan Dekela
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan - Rapat Koordinasi Kota Layak Anak bagi 4 Pilar
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak 8 Dokumen  |(Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Media 500.000.000
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Massa dan Dunia Usaha)
- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota
Samarinda Tahun 2023
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia |Jumlah Lembaga Penguatan dan
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 15 Lembaga 500.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- Melakukan Rapat dan Sosialisasi Kegiatan
Pemenuhan Hak Anak Pada Kecamatan Layak Anak
(KLA)
. ~ y . Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan
Zir;{(eﬂ:xeE::a::r;z;zmagtgﬁ(nozuamas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Anak 125 Orang |- Rapat Sosialisasi APSAI (Asosiasi Perusahaan 200.000.000
9 P Kewenangan Kabupaten/Kota Sahabat Anak Indonesia)
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Konvensi Hak
Anak (KHA) bagi Sekolah Ramah Anak
- Melakukan Kegiatan Upgrading (Penguatan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jumlah ‘Dokumen Komunikasi Informasi dE}n Kelembagaan) bagi Forum Anak Samarinda
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi
. g» . g Y N Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 3 Dokumen |- Melakukan Rapat Rutin Forum Anak Samarinda 150.000.000
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat ) .
Daerah Kabupaten/Kota Kualitas Hidup Anak Kewenangan
P Kabupaten/Kota - Melaksanakan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE) di 10 Kecamatan
» . Jumiah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring - Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi
Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Antar Lembaga Penvedia Layanan Hak Anak (KHA)
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 9 Y Y 3 Dokumen 150.000.000

Bidang Pemenuhan
Hak Anak




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan ”
Bidang
Pengampu
516|178 101112
Program Perlindungan Khusus Anak Persentase kasus kekerasan terhadap anak 1,70 Persentase 484.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah J'umlah Lot (G (D ALY 125 Kasus 84.000.000
lingkup daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah
untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, . . T,
Kecamatan Layak Anak, desa/kelurahan layak Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 14 Kegiatan |Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak 84.000.000
Anak, dan DRPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan . Bidang
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Jur;:iar?a,:lqwls IPASTIERY) AT e 100 Orang 150.000.000 Perlindungan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pe Khusus Anak
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 1250rang  |Pembentukan dan Pelatihan Aktivis PATBM 150.000.000 -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan JMUZ::ZI; I;:kn;?lag:l:t?rf :an (AR 2 Lembaga 250.000.000
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota P
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih . .
layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK [dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan 10 Orang iil::han kepada Lembaga Penyecia Layanan pada 250.000.000
tingkat daerah kabupaten/kota Penanganan AMPK
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Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

pengaduan

- Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait
kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak
kekerasan

- Mengedukasi klien anak (0-18 Tahun) yang
mengalami tindak kekerasan, anak yang terlantar, anak
putus sekolah, dengan memberikan sosialiasi melalui
buku saku

RENCANA AKSI DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
Bidang
Pengampu
7 101112
Program Perlindungan Perempuan (UPTD Persentase kekerasan terhadap perempuan
PPA) termasuk TPPO 0,036 Persen 550.000.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi -
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan \::;Err;ﬁs;l:s_ui:\r:mpuan Vel LA GE 70 Kasus 500.000.000
Koordinasi Kewenanganan Kabupaten/Kota Y
- Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat
khususnya bagi perempuan korban kekerasan
- Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi |Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat perempuan yang mengalami tindak kekerasan
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan 70 Orang 500.000.000
Kabupaten/Kota Pengaduan - Melaksanakan layanan mediasi pada perempuan yang
mengalami tindak kekerasan
- Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait
kasus perempuan yang mengalami kekerasan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah |Jumlah laporan 1 Laporan 50.000.000
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Jumiah Dokur_nen Hasil Ad‘_IOkaSI Kebijakan . -
. dan Pendampingan Penyediaan Sarana Pekerjaan Kantor Lapangan dan Fasilitasnya
Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban " 2 Dokumen " - 50.000.000
Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban (Pemeliharaan Gedung dan Fasilitasnya)
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
UPTD
i Perlind
(Plistgleatin (el TE LR [Rsts AR (U persentase kasus kekerasan terhadap anak 1,70 Persentase 160.000.000 erindungan
PPA) Perempuan dan
Anak
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan L
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Jur;ei\:anAlles PYASTER] Y 100 Orang 160.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pe
- Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat
khususnya bagi anak korban kekerasan yang
memerlukan perlindungan khusus
- Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada
anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan :rmiLa)kS:\:akrir;r:aﬁ::'l? tri?zgl:s;(le':(aedr:saar;ak @18
'Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang p 4 80 Orang yang & 160.000.000




Bidang
Pengampu

SKPD

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Bimbingan Teknis ke Luar Daerah/Kota

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
5678 101112
Program Penunjang Urusan Pemerintahan P
Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Nilai 7.156.258.900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Nilai AKIP 73,00 Nilai 200.000.000
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 5 Dokumen Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan 100.000.000
Daerah Daerah mencetak Dokumen Perencanaan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 1 Laoran Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan 50.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian s mencetak Dokumen Perencanaan U
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Mengadakan Rapat Koord4|r1.a5| pada lintas bidang dan 50.000.000
Daerah mencetak buku Laporan Fisik dan Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan 28 Laporan 5.972.342.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan 40 Orang/Bulan |Pembayaran Gaji dan TTP ASN Setiap Bulan 5.525.534.000
Tunjangan ASN
. . . Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan " . .
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen |Pembayaran Gaji Non ASN Setiap Bulanj 396.808.000
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 5 Laporan Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan 50.000.000
Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun P mencetak Dokumen Keuangan R
SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan 6 Laporan 363.344.200
. S Jumlah Paket Komponen Instalasi . T .
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listri/Pengrangan Bangunan Kantor yang 3 Paket Melakukan pengec_ekan dan _|nst_a|as_| listrik, pembelian 6.000.000
Bangunan Kantor o bola lampu, baterai dan alat listrik lainnya
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket P‘era!atan dan Perlengkapan 2 paket Melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan 140.800.200
Kantor yang Disediakan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ju_mlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 paket N_Ielaksz_anakan Rapat Koordinasi dan kegiatan-kegiatan 22.544.000
Disediakan dinas lainnya
Mengadakan pembelian Alat Tulis Kantor dan
" Jumlah Paket B Cetakan d; N .
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan um axet barang tetaxan dan 4 Paket mencetak Map Dinas, Kop Dinas, Spanduk serta 32.000.000
Penggandaan yang Disediakan
Leaflet, dsb
. . I 5 Menerima kunjungan tamu dari Instansi Luar
Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 12.000.000
Daerah/Kota
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 10 Laporan Melaksanakan Rapat Koordinasi , Kunjungan Kerja, 150.000.000

Bidang Sekretariat
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Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi

sarana dan prasarana kantor, dsh

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran Jadwal Kegiatan
Bidang
Pengampu
516|738 10[11) 12

Penga(&laan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan il g B 12 Unit 35.000.000
Pemerintah Daerah
Penagdaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit erl]?::iaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 35.000.000
P [ Penunj Pemerintah h L P [ P

enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintal Jumlah Laporan enye_dlae}n Jasa Pelayanan Rl 350.504.000
Daerah Umum Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan {Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, I - .
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan  [Pembayaran rekening air dan listrik setiap bulan 240.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penye'dlaa}n Jasa Pelayanan 11 Laporan |Pembayaran Gaji Jasa Pelayanan Umum setiap bulan 110.504.000

Umum Kantor yang Disediakan

—— 3 O . Bidang Sekretariat

emetiharaan .arang ik Daerah Penuniang Jumlah Laporan Pemeliharaan 4 Laporan 235.068.700
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau i:,:ggz:;a;::sh::ﬁ?ks;.g::nya:;ggtlﬁ::2#\1K
dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 13 Unit . P .’ pemoay. 150.000.000

. . . apabila sudah waktu perpanjangan serta pembayaran
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya N . :
pergantian Oli per Triwulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan dan jabatan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 2 Unit setiap Triwulan (Setiap Bulan apabila ada 50.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya kerusakan)/Situasional
Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Juimla‘h Peralatan dan Mesin Lainnya yang 33 Unit P(?mellharan Air Conditioner, Komputer dan Printer di 25,000,000
Dipelihara Dinas

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Pembelian bahan pembersih kantor, Pemeliharaan 10.068.700

RENCANA AKSI DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA




BAB Il
PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh
kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang
terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2024, namun juga sebagai tolok ukur dalam
menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.
Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama.
Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya
permasalahan/hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini, diharapkan
setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 31 Januari 2024

38 »eggerdayaan Perempuan
&l dungan Anak

6707131991031013
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